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TENTANG 

MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK PANITIA PENGAWAS 

PEMILIHAN UMUM KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa untuk menjaga integritas, kehormatan, dan 

martabat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, 

Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan 

Pengawas Tempat Pemungutan Suara; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Mekanisme 

Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas 

Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas 

Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas 

Tempat Pemungutan Suara; 

 

Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6109); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 

TENTANG MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN KODE 

ETIK PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN, 

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA, 

DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah 

sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, 

Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan 

secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil 

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

2. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu Peserta 

Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu 

anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan pasangan calon 

yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai 

politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 

3. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang 

menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi 

Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan 

Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan 

fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan 

Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih 
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anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara 

langsung oleh rakyat. 

4. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut 

Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum 

yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan 

umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

5. Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi 

Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi. 

6. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk 

mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah 

kabupaten/kota. 

7. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya 

disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang 

dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk 

mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah 

kecamatan atau nama lain. 

8. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang 

selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah 

petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di 

kelurahan/desa atau nama lain. 

9. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya 

disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh 

Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu 

Kelurahan/Desa. 

10. Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan 

asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman 

perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban 

atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut 

atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. 

11. Rapat Pleno adalah forum tertinggi dalam pengambilan 

keputusan untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan 

wewenang. 

12. Hari adalah hari kerja. 
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Pasal 2 

(1) Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan 

Pengawas TPS wajib menjalankan tugas, fungsi, dan 

wewenang sebagai pengawas penyelenggaraan Pemilu 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan sumpah/janji jabatan serta kode etik. 

(2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan kode etik Penyelenggara Pemilu sesuai 

dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara 

Pemilu yang mengatur mengenai kode etik dan pedoman 

perilaku Penyelenggara Pemilu. 

 

Pasal 3 

(1) Penanganan dugaan pelanggaran kode etik bertujuan 

menjaga integritas, kehormatan, kemandirian, dan 

kredibilitas anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu 

Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS. 

(2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap 

Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa 

termasuk Pengawas TPS. 

(3) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan berdasarkan: 

a. temuan Pengawas Pemilu; atau 

b. aduan Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim 

kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih yang 

dilengkapi identitas yang jelas. 

 

BAB II 

TATA CARA PENANGANAN DUGAAN 

PELANGGARAN KODE ETIK 

 

Pasal 4  

(1) Temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) 

huruf a merupakan hasil pengawasan sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Bawaslu mengenai Penanganan 

Pelanggaran. 
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(2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu 

Kabupaten/Kota. 

 

Pasal 5 

(1) Aduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) 

huruf b disampaikan pada Sekretariat Bawaslu 

Kabupaten/Kota untuk Panwaslu Kecamatan, dan 

Panwaslu Kelurahan/Desa termasuk Pengawas TPS. 

(2) Aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

verifikasi administrasi paling lama 1x24 (satu kali dua 

puluh empat) jam sejak aduan diterima. 

(3) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dilakukan terhadap: 

a. identitas dan alamat pengadu; 

b. nama dan jabatan teradu; 

c. uraian peristiwa; dan 

d. alat bukti. 

(4) Dalam hal pengaduan belum memenuhi ketentuan 

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

pengadu diminta melengkapi dalam jangka waktu paling 

lama 1 (satu) Hari sejak verifikasi administrasi selesai 

dilakukan. 

(5) Dalam hal pengadu tidak melengkapi aduan dalam 

jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 

aduan tidak diregistrasi. 

(6) Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan surat 

pemberitahuan kepada pengadu mengenai aduan yang 

tidak diregistrasi dan tidak dilanjutkan pada tahap 

pemeriksaan. 

(7) Aduan yang telah dinyatakan lengkap, dicatat dan 

diberikan nomor registrasi aduan dalam buku registrasi 

pelanggaran kode etik pada Hari yang sama. 

 

Pasal 6 

(1) Temuan/Aduan diajukan dengan disertai paling sedikit 2 

(dua) alat bukti. 
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